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PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 42 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 20 15 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menim bang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 Pera turan 
Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 201 4 tentang 

. ~ 

Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah T~un Anggaran 2015, 
dipanda ng perlu menetapkan Peraturan Bupati Ta sik malaya 
tentang Penjabara n Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tah u n 1950) 
sebagaimana te1ah d iu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem bentukan 
Daerah-Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
In donesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Un dang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

5. Undang-Un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu angan 
Negara (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

6 . Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambaha n 
Negara Republik In donesia Nomor 4355) ; 

tentang 
Republik 

Lembaran 

7 . Un dan g-Un dang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4400); 

8 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9 . Undan g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuan gan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 5495); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 5587) sebagaimana tela h diubah 
dengan Peraturan Pemerinta h Pengganti Undang-Undang 
Nom or 2 Ta hun 20 14 ten tang Perubaha n Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tah u n 2014 
Nomor 246, Tambahan Lem baran Negara Repu blik In donesia 
Nomor 5589); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaj i Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 1977 Nomor 11 , Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nom or 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali d iu bah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20 13 tentang 
Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tah un 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2013 
Nomor 57); 

17. Peraturan Pemerinta h Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
I\eududukan Keu angan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah, 
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 20 12 tentang Perubahan a tas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembara n Negara 
Republik In donesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lemba ran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambaha n Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4576) seba gaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerin tah Nomor 65 Tahun 
2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahu n 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nom or 5 155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nom or 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaa n dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

26. Peraturan Pemerinta h Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

28. Peraturan Pemerin ta h Nomor 60 Tahu n 2008 ten tang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Ind onesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 4890) 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahu n 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Ta h u n 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembatan . N~gara Republik Indonesia Tahu n 2012 
Nom or 195; Ta m bahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 5 351); 

30. Pera turan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Da erah dan Retribu s i Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nom or 5 161); 

3 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 5 165); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Penge101aan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Neg~~1 

Republik Indonesia Tahun 2015 NomQr 92 , Tambahan 
'" - - , 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533~;~ . 
.. " -/ 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubah an Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 0 tentang 
Pengadaan Barangjjasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tamba han 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5334); 

37. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Penge10laan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pad a Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200_6 
tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuan gan Daerah; 

39. Peratura n Men teri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu ran Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tcntang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubah an atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja 
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Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
ten tang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana te1ah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pengajuan, Penyalu ran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keu angan Partai 
Politik; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahu n 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 
bersumber da ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan so sial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 52 Tahu n 2012 
tentang Pedoman Penge10laan Investasi Pemerintah Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tah u n 2013 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah Tahu n Anggaran 20 14; 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 
ten tang Pe1aksanaan dan Pertanggungjawa ban Anggaran 
Transfer Daerah; 

47. Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tasikmalaya; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Jawa 
Barat; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PD BPR Kabupaten 
Tasikmalaya; 
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51. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2007 ten tang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PDAM Tirta Sukapura 
Kabupaten Tasikmalaya; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

54. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 ten tang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya; 

55. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nom or 15 Tahun 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

56. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Ka ntor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

57. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 
2008 tenta n g Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, 
sebagaim ana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 9 Tahu n 20 12 tentang 
Perubahan Atas Pera turan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Inspektorat Kabupaten 
Tasikmalaya; 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
2008 ten tang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan AsH Daerah Rp. 159.280.087.682,00 
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b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja Daerah 
a . Belanja Tidak Langsung 

I} Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6} Belanja Bagi Hasil 
7} Belanja Bantuan Keuangan 
8} Belanja Tidak Terduga 

b . Belanja Langsun g 
I} Belanja Pegawai 
2} Belanja Barang dan J a sa 
3} Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus I (Defisit ) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b . Pen geluaran 

J umlah Pe mbiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasa12 

Rp. 1.501 .208.728.889,00 
Rp. 82.512.200.000,00 
Rp. 1.743.001.016.571,00 

Rp. 1.102.050.765.827,54 
Rp. 0,00 
Rp. 0 ,00 
Rp. 183.322.000.000,00 
Rp. 10.890.000.000,00 
Rp. 7 .787.5 19.119,46 
Rp. 108.756 .359.186,00 
Rp. 7 .000.000.000,00 
Rp. 1.419.806.6 4 4. 133,00 

Rp. 41 .566.357.320 ,00 
Rp. 197.994.485.583,00 
Rp. 135.633.529 .535 ,00 
Rp. 375.194.372.4 3 8 ,00 
Rp. 1.795.0 0 1.016.5 7 1,00 
Rp. (52.000.000.000,00) 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

57.000.000.000,00 
5 .000.000.000,00 

52.000.000.000,00 

Uraian lebih lanjut Penja baran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD ; 
2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusa n Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapa tan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2015 ; 

3 . Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Yang Diterima ; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial Yang Diterima. 
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PasalS 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasa16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 22 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 22 Desember 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 42 
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